BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka

penulis menarik kesimpulan :

1.

Pelaksanaan sistem perjanjian yang diterapkan oleh toko Alva Fashion
untuk pekerja UMKM terkait upah dan tunjangan, masih bersifat
informal dan dilakukan secara lisan tanpa perjanjian kerja tertulis.
Hubungan kerja antara pemilik usaha dan para pekerja dibangun atas
dasar kepercayaan tanpa dukungan administrasi hukum yang memadai.
Upah diberikan secara mingguan dengan nominal antara Rp350.000
hingga Rp700.000, dan tunjangan terbatas hanya pada makan harian dan
bantuan saat hari raya. Tidak terdapat aturan tertulis mengenai jam
kerja, lembur, atau cuti, sehingga pelaksanaan kerja cenderung fleksibel
namun tidak terstruktur.

Kendala yang dihadapi bagi pekerja UMKM oleh toko Alva Fashion
dalam menjamin hak upah dan tunjangan, mencakup keterbatasan
kemampuan finansial usaha, minimnya pemahaman terhadap peraturan
ketenagakerjaan, dan tidak adanya kontrak atau pencatatan kerja tertulis.
Selain itu, tidak tersedia mekanisme pengaduan formal, tidak ada sistem
evaluasi atau pembagian kerja yang jelas, serta jam kerja dan waktu
libur ditentukan secara sepihak. Kondisi ini membuat perlindungan hak-
hak pekerja menjadi lemah dan bergantung sepenuhnya pada kebijakan
pemilik usaha.
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3. Upaya yang dilakukan oleh toko Alva Fashion untuk mengatasi kendala-

kendala dalam menjamin hak upah dan tunjangan pekerja UMKM,
tersebut antara lain dengan menjaga komunikasi terbuka dengan
pekerja, membayarkan upah secara rutin, memberikan izin kerja saat
dibutuhkan, serta menciptakan suasana kerja yang kekeluargaan.
Pemilik juga mulai mencatat pembayaran upah secara manual dan
menyusun jadwal kerja bergiliran untuk mengurangi beban kerja yang
tidak merata. Walaupun belum berdasarkan sistem formal
ketenagakerjaan, langkah-langkah tersebut mencerminkan adanya niat

baik untuk memperbaiki sistem kerja sesuai kemampuan usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan tersebut,

penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1.

Bagi pelaku usaha UMKM, sebaiknya mulai menerapkan perjanjian
kerja dalam bentuk tertulis meskipun secara sederhana, guna
memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih jelas bagi
kedua belah pihak. Hal ini penting dilakukan agar hubungan kerja tidak
hanya dibangun atas dasar kepercayaan, tetapi juga memiliki kekuatan
hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Bagi pekerja UMKM, sebaiknya lebih memahami dan menyadari hak-
hak dasar sebagai pekerja, termasuk hak atas upah, waktu kerja,
istirahat, dan tunjangan. Selain itu, sebaiknya pekerja juga membangun

komunikasi terbuka dengan pemilik usaha apabila menghadapi kendala,
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sehingga dapat tercipta hubungan kerja yang lebih adil dan saling
menghargai.

. Bagi Pemerintah Daerah, sebaiknya memberikan perhatian lebih
terhadap perlindungan tenaga kerja di sektor UMKM, khususnya
melalui program sosialisasi, pelatihan hukum ketenagakerjaan, serta
pendampingan administratif bagi pelaku usaha kecil. Dengan adanya
dukungan dari pemerintah, pelaku UMKM diharapkan lebih mampu
menjalankan praktik ketenagakerjaan yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
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